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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya di 

atas, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain : 

1. Pelaksanaan Dwelling Time Menurut Konvensi Hamburg Rules 1978 United 

Nation Convention the Carriage of Good by Sea ( Hamburg Rules 1978) 

sebenarnya bukanlah aturan yang pertama kali muncul mengenai masalah 

pengangkutan. Sebelum itu sudah ada aturan internasional yang telah dibentuk 

pertama kali pada tahun 1921 yang dikenal dengan The Haque Rules, yang 

kemudian diubah pada tahun 1922 dan terakhir diubah di Brussei pada tanggal 

25 Agustus 1924, secara resmi disebut “Internasional Convention Unification 

Rules of Law Relating to Bill of Landing”. Konvensi ini mengatur tentang aturan 

serta produser pengangkutan barang antar negara serta tanggung jawab masing-

masing pihak serta berbagai hal teknis yang berhubungan dengan pengangkutan 

barang laut. 

2. Berdasarkan kejelasan aturan hukum internasional yang terdapat di dalam 

United nation Convention The Carriage of Goods by Sea (The 1978 Hamburg 

Rules) maka setidaknya dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan bongkar 

muat barang untuk menjadikan acuan dalam permasalahan keterlambatan 

pengiriman barang (Dwelling Time), akan tetapi masalahnya  hingga saat ini 

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Hamburg Rules 1978 hingga saat ini. Di 

dalam Konfensi Hamburg Rules ini terdapat beberapa bagian yang diatur di 
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3. dalamnya, misalnya pada bagian pertama itu mengatur tentang ketentuan umum, 

di dalam ketentuan umum berisi penjelasan tentang apa pengertian dari carriage 

(pengangkut) sendiri serta pengertian-pengertian umum yang menjelaskan 

tentang operator actual yang berarti (“setiap orang yang mengetahui 

pengangkutan barang, atau bagian dari kereta telah dipercayakan oleh 

pengangkut, dan termasuk orang lain yang telah dipercayakan kepadanya.”), 

pengirim, penerima barang, barang kontrak pengangkutan laut. 

4. Kendala- Kendala Yang Dihadapi PT PELINDO II Teluk Bayur Untuk 

Mengatasi Dwelling Time, Selain faktor-faktor pada proses pre-clearance, 

customs clearance, serta post-clearance, menurut Bapak Suryadi  ada beberapa 

penyebab lain dari lamanya dwelling time, yaitu sebagai berikut: 

1) Permasalahan mengenai infrastruktur 

2) Pengauatan Otoritas Pelabuhan yang mempunyai wewenang penuh 

sebagai regulator, sampai saat ini masih belum jelas siapa penguasa di 

pelabuhan, apakah Otoritas Pelabuhan atau Pelabuhan Indonesia. Karena 

Pelabuhan Indonesia masih bertindak sebagai regulator dan 

mengeluarkan aturan-aturan atau tarif baru tanpa persetujuan Otoritas 

Pelabuhan. Penyederhanaan dokumen impor dan proses sudah dilakukan 

Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan dalam setahun belakangan ini, 

tetapi tidak membantu banyak penurunan dwelling time. Pengenaan 

penalti biaya timbun yang ditetapkan oleh PT.Pelindo II masih belum 

efektif .  
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi Hamburg Rules 1978 untuk 

menjadi hukum positif di Indonesia. 

2. Untuk optimalnya kinerja pengangkut, seharusnya pemerintah mau 

membantu memberikan solusi dalam menangani masalah dweliing time 

Perlunya PT. Pelindo II memperbaharui alat-alat penunjang kinerja dalam 

kegiatan bongkar muat barang supaya proses bongkar muat barang berjalan 

lancar, dan juga mencari solusi agar pekerja di pelabuhan menghilangkan 

budaya malas dan lalai dalam kegiatan bekerja. 
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